e
e
e
Pliere
w x f 3..“ "

Rl A
_w e ¥ e

-w{o/ a_\ Ay

Wl —

X

N iy
[n)

R Y iy

; G
ke
b7 NEN A

e

M)
A
..,“Ww/kvlﬂ
S
O o

e Y e

WM%%U*

<
v

AS PE
PROVINSI RIAU

KEPALA DIN

05 TAHUN 20 13

NOMOR

TENTANG
URAIAN TUGAS
UNIT PELAYANAN PENDAPATAN

NSI RIAU

DINAS PENDAPATAN PROVI

o~
iwww.mw

fx ¥ X

]

)

-

'Y
W
n

§
NG



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

giﬁf E
=} DINAS PENDAPATAN
a .:.-,.\.- 8/ JL.JEND. SUDIRMAN NO. 6 TELP. (0761) 859753 — 859754 FAX. (0761) 859752

PEKANBARU 28284

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU

NOMOR : 05 TAHUN 2013

TENTANG

URAIAN TUGAS UNIT PELAYANAN PENDAPATAN

a.

DINAS PENDAPATAN PROVINSI RIAU

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 45 Tahun
2009 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Pemerintah
Provinsi Riau dan sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur
Riau Nomor : 30 Tahun 2010 dan telah diganti dengan
Peraturan Gubernur Nomor : 61 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau,
dipandang perlu membuat Uraian Tugas Unit Pelayanan
Pendapatan,;

bahwa Peraturan Kepala Dinas Nomor : 27.1 Tahun 2010,
Nomor : 40.1 Tahun 2011 dan Nomor : 35 Tahun 2012
tentang Uraian Tugas Unit Pelayanan Pendapatan dan
Peraturan Kepala Dinas Nomor : 56.1 tahun 2011 tentang
pembentukan samsat pembantu (samsat butik) pada pusat
perbelanjaan dinyatakan tidak sesuai lagi dikarenakan
melihat kondisi dan perkembangan pertumbuhan wilayah
maka disempurnakan dan di gabungkan menjadi satu
Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan

Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau, tentang

Uraian Tugas Unit Pelayanan Pendapatan Dinas
Pendapatan Provinsi Riau,;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun
2004 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor : 125, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor : 487);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor : 130);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 57 Tahun 2007

tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;
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Menetapkan

e

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 9 Tahun 2008
tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah
Pemerintah Provinsi Riau;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 45 tahun 2009
tentang uraian tugas Dinas Pendapatan Provinsi Riau;

Peraturan Gubernur Riau Nomor : 30 tahun 2010 tentang
uraian tugas unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan

Provinsi Riau,
Peraturan Gubernur Riau Nomor : 61 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas -
pada Dinas Pendapatan Pendapatan Provinsi Riau;

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.
1991/X11/2008 Tanggal 30 Desember 2008 Tentang
Pengangkatan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau;
Surat Gubernur Riau Nomor : 180/HK/92.16 Tanggal
13 Juli 2011 tentang Persetujuan Pembentukan Unit
Pelayanan Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau;

Surat Gubernur Riau Nomor : 180/HK/22.02 Tanggal
28 Januari 2013 tentang Persetujuan Pembentukan Unit
Pelayanan Pendapatan pada Dinas Pendapatan Provinsi
Riau; ’

MEMUTUSKAN :

URAIAN TUGAS UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DINAS
PENDAPATAN PROVINSI RIAU

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Lt

Dalam Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau ini yang dimaksud
dengai:

L.

2

Dinas Pendapatan Provinsi Riau selanjutnya disebut Dinas Pendapatan;

Kepala Dinas
Pendapatan;

Pendapatan Provinsi Riau selanjutnya disebut Kepala Dinas

Unit Pela‘ksana Teknis Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang
selanjutnya disebut UPT Pendapatan; '

Unit "Pelayanan Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang
selanjutnya UP Pendapatan;
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BAB II

PEMBENTUKAN
Pasal 2

i dibentuk Unit Pelayanan Pendapatan Dinas Pendapatan

-ovinsi Riau di Kecamatan, Kabupaten / Kota Provinsi Riau;

P Pet
Kerja :

1.

Y

6.

BAB III
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 3

1dapatan Dinas Pendapatan provinsi Riau berkedudukan dan wilayal

UP Pendapatan Kota Baru Keritang berkedudukan di Kota Baru
dengan wilayah kerja seluruh wilayah Kecamatan Reteh, Keritang dar
Kemuning;

UP Pendapatan Pekanbaru Utara berkedudukan di Rumbai dengar
wilayah kerja seluruh wilayah Kecamatan Rumbai dan Rumba
Pesisir; ‘

UP Pendapatan Air Molek berkedudukan di Air Molek, dengan wilayal
kerja seluruh wilayah Kecamatan Pasir Penyu, Sungai lalak
Kelayang, Lirik, Peranap, Rakit Kulim, Batang Peranap dan Lubu
Batu Jaya; :

UP Pendapatan Ujung ‘Tanjung berkedudukan di Ujung Tanjung
dengan wilayah kerja seluruh wilayah Kecamatan Tanah Putih, Puju
dan Rimba Melintang;

UP Pendapatan Kecamalan Ujung Batu berkedudukan di Ujung Bat
Kabupaten Rokan Hulu dengan wilayah kerja meliputi, Kecamata
Ujung Batu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Kunt
Darussalam Kecamatan Kabun, Kecamatan Tandun, Kecamata
Pendalian 1V Koto, Kecamatan Pangaran Tampah;

UP Pendapatan Kecamatan Singingi Hilir berkedudukan di Kota Bar
Kabupatan Kuantan Singingi dengan wilayah kerja meliputi wilaya

Kecamatan Singingi Hilir dan Kecamatan Singingl;

‘UP Pendapatan Kecamatan Kuantan Mudik bcrkedudukah di Lubu

Jambi Kabupaten Kuantan Singingi dengan meliputi wilayah ker
Kecamatan Kuantan Mudik dan Kecamatan Hulu Kuantan;

UP Pendapatan Kecamatan Pangkalan Kuras berkedudukan di Sore
Kabupaten Pelalawan meliputi wilayah kerja Kecamatan Pangkala
Kuras, Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamate
Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui Kecamatan Kerumutan;

UP Pendapatan Kecamatan Kandis berkedudukan di Kand
Kabupaten Siak Sri Indrapura meliputi wilayah kerja Kelurahe
Belutu, Kelurahan Telaga Sam-Sam, Kelurahan Kandis Kota, De:
Belutu, Desa Sam-Sam, Desa Pancing Bekulu, Desa Sungai Godan
Desa Jambai Makmur, Desa Bekalar;






